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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada sebuah organsasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan budaya kerja di Indonesia. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan pekerjaan, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah muda kerana banyak pemimpin sejati tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang dipimpinnya. Pemimpin sejati adalah seorang pemberi semangat (encourager), motivator, inspirator, dan maximizer. Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan pelayanan pada masyarakat dengan maksimal. Dengan meningkatkan mutu pelayanan berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau aparatur dinas dalam mewujudkan tujuan organisasi.
Pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas setiap organisasi harus memperhatikan tingkat kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik dan benar kepada seluruh pegawainya sehingga tercipta budaya kerja kekeluargaan yang baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan budaya kerja pegawai. Peningkatan kepemimpinan yang efektif dan benar merupakan salah satu segi dari budaya kerja pegawai yang baik.
[bookmark: _GoBack]Dengan demikian unsur pimpinan yang diharapkan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan para tenaga pelaksana untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang timbul. Keberhasilan pembangunan di tingkat daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang dari terwujudnya pembangunan nasional oleh karena itu pemerintahan pusat memberikan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Dalam reformasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Reformasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan, dan pemerataan melalui pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas meningkatkan budaya kerja pegawai serta masyarakat dalam pembangunan. Salah satu agenda reformasi birokrasi diatas, dalam rangka meningkatkan akses pelayanan masyarakat dan merupakan program pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia adalah satu jenis kepemimpinan yaitu kepemimpinan di bidang pemerintahan atau kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan.
Sebagai seorang pemimpin yang baik seharusnya pemimpin memberikan dorongan dan memberdayakan pegawai agar dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan dapat melayani masyarakat dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Seorang Pemimpin juga seharusnya memiliki semangat kerja yang baik sehingga dapat memberikan contoh kepada bawahan sehingga bawahan termotivasi dengan contoh yang diberikan oleh Pimpinan yang ada di dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah.
Budaya adalah satu set nilai, penuntun kepercayaan akan suatu hal, pengertian dan cara berpikir yang dipertemukan oleh anggota organisasi dan diterima oleh anggota baru seutuhnya. Budaya organisasi adalah seperangkat memahaman penting yang berkembang, diyakini dan diterapkan oleh suatu kelompok orang. Budaya organisasi pada hakikatnya merupakan suatu pondasi bagi suatu organisasi, jika pondasi yang dibuat tidak cukup kokoh, maka betapa pun bagusnya suatu organisasi, tidak akan cukup kokoh pula untuk menopangnya. Secara spesifik, budaya organisasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan karyawan yang terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.
Menurut Turner yang dikutip Wibowo (2006:285) budaya organisasi adalah norma-norma perilaku, sosial, dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas dan para anggotanya. Budaya organisasi menurut Susanto, adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi. Sehingga setiap anggota organisasi wajib memahami dan bertingkah laku serta berperilaku sama. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Jadi, dalam hal ini tinggi rendahnya budaya organisasi dapat dilihat dari tingkat komitmen terhadap nilai-nilai dan keyakinan, sejak pimpinan hingga ke semua lapisan karyawannya.
Budaya Kerja menurut Dr. Tubagus (2018) adalah suatu kebiasaan di pekerjaan yang dibudayakan dalam suatu kelompok sebagai bentuk kerja yang tercermin dari perilaku mereka bekerja sehingga perilaku ataupun kebiasaan secara otomatis tertanam di dalam diri mereka. Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok, dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakkan yang terwujud sebagai bekerja.
Budaya kerja tercantum dalam Peraturan Menteri RI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
Berbicara tentang budaya kerja berarti berbicara tentang pedoman yang berisi tentang aturan-aturan yang terkait dengan kerja yang kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan nyata dalam perkerjaan sehari-hari yang menghasilkan produk-poduk yang relevan dengan tuntutan pekerjaannya. Budaya kerja tersebut kemudian secara mekanis dan organis didalam diri manusia sehingga terekspresi di dalam kehidupannya. Sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, budaya kerja merupakan seperangkat pengetahuan yang built in (dibangun) di dalam individu manusia pekerja yang dengannya manusia bertindak atau berperilaku di dalam dunia kerja. Proses pembentukan sikap dan perilaku itu diarahkan kepada terciptanya aparatur negara yang professional. Pelaksanaan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah diperlukan berkaitan dari semua pihak, agar betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Pelaksanaan budaya kerja, adalah persoalan perilaku, oleh karena pemahaman terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar dalam organisasi pada penghayatan yang lebih dalam. Dengan penghayatan nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam tindak-tanduk/perilaku aparatur sehari-hari. Salah satu faktor keberhasilan organisasi adalah bagaimana seorang pemimpin menjunjung tinggi prinsip budaya kerja. Dimana budaya kerja ini diturunkan dari budaya organisasi. Budaya kerja ini terdapat pada sikap dan perilaku organisasi yang diterapkan saat melaksanakan kegiatan atau tugas berdasarkan nilai dan norma yang diyakini kebenarannya. Semakin konsisten seorang pemimpin dalam menumbuhkan budaya kerja yang kuat, maka semakin professional pula para aparatur ini melaksanakan tanggung jawabnya. Budaya kerja yang diterapkan pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon masih belum sesuai dengan nilai-nilai dasar budaya kerja.
Demikian yang terjadi pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon yang masih mempunyai kendala-kendala dalam meningkatkan budaya kerja pegawai, hal ini terlihat dari kedisiplinan dan keteraturan bekerja, diantaranya :
1. Pegawai yang datang terlambat tidak tepat waktu.
2. Pegawai yang melaksanakan suatu pekerjaan masih terdapat yang melalaikan tugasnya dengan menunda-nunda pekerjaannya.
3. Pegawai tidak disiplin dalam hal waktu. Misalnya dalam pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja (AK-1/Antar Kerja I).
Berdasarkan asumsi peneliti dalam kondisi diatas salah satunya disebabkan karena kurang maksimalnya gaya kepemimpinan dalam menanamkan budaya kerja yang optimal kepada para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
1. Belum diterapkannya sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan pegawai.
2. Tidak ada teguran langsung kepada pegawai.
3. Kurangnya melakukan evaluasi pemimpin kepala bidang.
Banyak permasalahan tersebut dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat dinas/daerah masih ditemukan. Berbagai upaya telah dilakukan, akan tetapi belum mencapai hasil yang optimal.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai gaya kepemimpinan dalam meningkatkan budaya kerja dengan judul penelitian "Kepemimpinan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Budaya Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon".






1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah atas, maka peneliti merumuskan suatu masalah pokok di dalam penelitian ini yaitu "Belum Optimalnya Kepemimpinan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Budaya Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon".
Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kepemimpinan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam meningkatkan budaya kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana budaya kerja di Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon ?
3. Faktor-Faktor apakah yang mendukung dan menghambat kepemimpinan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam meningkatkan budaya kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon ?
4. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan budaya kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon ?





1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam meningkatkan budaya kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui budaya kerja di Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketengakerjaan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kepemimpinan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam meningkatkan budaya kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam menghadapi hambatan untuk meningkatkan budaya kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Kegunaan Teoritis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkam keilmuan dalam studi Administrasi Publik. Khususnya mengenai kepemimpinan dan budaya kerja di Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
2. Kegunaan Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, serta sebagai bahan masukan dalam masalah kepemimpinan dan budaya kerja.
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